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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 53/G/2019/PTUN-

MTR TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) 

 

Adapun penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 

53/G/2019/PTUN-MTR Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Adapun 

tujuan penelitian untuk mejelaskan bagaimana dasar hukum penerbitan sertifikat 

hak milik atas tanah, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya 

sertifikat ganda, dan apa akibat hukumnya ditinjau dari Putusan Nomor : 

53/G/2019/PTUN-MTR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif, yang mengkaji segala bentuk peraturan terkait penelitian, dengan 

menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual hukum , 

dan pendekatan kasus.  

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan adapun dasar hukum penerbitan 

sertifikat hak atas tanah sudah tertuang baik itu Undang-undang Pokok Agraria 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, kemudian faktor-faktor 

timbulnya sertifikat ganda di lingkungan masyarakat bisa terjadi karna kesalahan 

dari pemiliknya, aparatur desa, ataupun dari Badan Pertanahan Nasional itu 

sendiri. Dan akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan putusan tersebut diatas 

bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karna sertifikat tanah yang 

penggugat beli dari Lalu ihsan sudah dibatalkan oleh BPN Kabupaten Dompu, 

pun juga dalam eksepsi dari tergugat yakni tenggat waktu gugatan sudah dalwarsa 

sehingga hasilnya penggugat dihukum membayar semua perkara. 

 

 

Kata Kunci : Sertifikat Hak Milik, Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN-MTR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tanah merupakan sumber daya alam dan salah satu karunia Tuhan Yang 

Maha Esa. Tanah merupakan kebutuhan paling mendasarar dalam kehidupan manusia 

sebagai sumber penghidupan, bahkan manusia dan tanah tidak dapat terpisahkan satu 

sama lain sejak manusia dilahirkan sampai manusia meninggal. Secara hukum, 

Dalam UUD 1945 tepatnya dalam Pasal 33 (3) bahwa: “Bumi, air, ruang angkasa, 

dan kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam pembangunan nasional yang 

menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, untuk mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Tanah memiliki peran penting 

bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak heran 

banyak yang ingin memiliki ataupun menguasainya yang mengakibatkan 

permasalahan tanah yang seringkali dapat menimbulkan sengketa.1 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Pertanahan 

Nasional yang umumnya disingkat BPN, merupakan lembaga pemerintah 

nondepartemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu tugas 

pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah mendaftarkan 

tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang 

                                                           
1
 Bagindo Syarifuddin dkk, Seminar Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II, Kantor Wilayah 

B.P.N. Sulawesi Selatan, 1996, hal 23 
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Dasar Pertanahan (UUPA), khususnya Pasal 19 ayat 1 yang terdiri dari pendaftaran 

tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin letak dan letak tanah. Kepastian hukum 

tentang batas dan luas tanah, status tanah dan subjek yang berhak memperoleh tanah, 

serta diterbitkannya surat berupa sertipikat tanah yang belum didaftarkan.2 

"Hukum Pertanahan Dasar" mengatur ketentuan dasar pendaftaran tanah. 

Menurut Pasal 19 UUPA, peraturan lain tentang pendaftaran tanah tunduk pada 

peraturan pemerintah, dan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1996 

tentang pendaftaran tanah.3 

Dalam Pasal 19(2) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1961, kemudian 

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang hanya 

meliputi: “pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan 

hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat”.4 

Hak milik adalah hak yang paling dominan/terkuat atas tanah, memberikan kepada 

pemiliknya hak untuk memberikan hak lain (berupa hak pakai atau hak guna 

bangunan, kecuali hak pakai) atas tanah yang dimilikinya. hak pakai sama dengan 

hak pakai tanah, dan hak pakai tanah diberikan kepada warga negaranya. 

Permasalahan yang ada di masyarakat kita saat ini adalah sengketa kepemilikan hak 

teritorial, dalam hal ini terdapat duplikat sertipikat di atas kavling-kavling, hal ini 

dikarenakan cacat administrasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk 

                                                           
2
 http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/2/jhptump-a-mayabajasa-88-2-babii.pdf Diakses pada tanggal 30 

juni 2021 
3
Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang, 2018, hal 11 

4
 Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 

http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/2/jhptump-a-mayabajasa-88-2-babii.pdf
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menerbitkan sertipikat. Ini memakan waktu, terutama bagi orang-orang yang tinggal 

di desa dengan pendidikan rendah dan ekonomi terbelakang. Dalam Dokumen No. 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Harta, khususnya Pasal 2, ditegaskan bahwa 

pendaftaran tanah dilakukan atas dasar asas sederhana, terjangkau, aman, terbuka, 

dan mutakhir. Pendaftaran hak atas tanah sangat penting untuk menjamin kepastian 

hukum bagi pemegang hak atas tanah.5 

Untuk membuktikan bahwa pemegang hak memiliki segala hak atas sebidang 

tanah tertentu, maka penerbitan sertipikat hak milik diatur dalam Pasal 31(1). 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur: “Sertipikat diterbitkan untuk 

kepentingan pemegangnya, dan hak yang bersangkutan ditentukan berdasarkan data 

hukum dan data fisik yang terdaftar dalam buku properti. Itu mengacu pada Pasal 30 

ayat (1)” , Selain itu, Pasal 32 Pemerintah Tahun 1997 No. 24 Pasal 32 mengatur 

bahwa: “Sertipikat adalah surat-surat untuk membuktikan hak dan berlaku untuk alat 

bukti yang dapat dipercaya berkaitan dengan data hukum dan fisik yang terkandung 

di dalamnya, sepanjang data hukum dan fisik data tersebut sesuai dengan data yang 

terdapat dalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan.”6 

Dalam bukunya, Profesor AP Parlindungan menyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa dalam Pasal 31, 

penerbitan sertipikat hak atas tanah, sebagai pedoman bagi pemilik tanah untuk 

                                                           
5
Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2005, hal 29-30 

6
 Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
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membuktikan haknya yang telah terdaftar, kecuali ada catatan lain dalam buku tanah, 

sertipikat belum dapat diterbitkan.
 7 

Tentang tata cara pemberian dan pencabutan hak teritorial dan pengelolaan 

barang milik negara, hak dan tata cara tersebut secara umum diatur dalam Kitab 

Undang-undang Pertanahan dan Peraturan BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata 

cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, 

permohonan hak atas tanah milik negara diajukan secara tertulis dan selanjutnya 

dikirimkan kepada Menteri melalui kepala kantor pertanahan yang wilayah kerjanya 

berada di lokasi pertanahan yang bersangkutan. 

 Pemerintah ataupun BPN dalam pendaftaran dan penerbitan sertipikat ha ik 

miilik aitas tainah dilihat sebagai bentuk per ibuatan hokum, melahirkan hak da in 

kewajiban hokum kepada badan/subyek hukum tertentu. Dalam mengajukan 

permohonan sertipikat harus memenuhi persyaratan dan tidak ada unsure kesalahan 

dalam aspek yuridis maupun aspek teknis dalam permohonan sertipikat hak atas 

tanah, kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan bisa berakibat permohonan dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum dan dapat menghilangkan unsur tersebut, yakni 

kepastian hukum atas hak atas tanah.8 

  Peran pentingnya tanah dalam kehidupan manusia dan sebagai pembangunan 

suatu negara, maka diperlukan pengaturan yang tepat dan jelas mengenai 

                                                           
7
A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan 

Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998),Cetakan Pertama, Mandar Maju, 

Bandung, 1999, hal 125 
8
 Ibid, hal 28 
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permasalahan menyangkut bidang pertanahan, terkhusus mengenai hak milik atas 

tanahyang di peroleh dari Badan Pertanahan Nasional. Berbagai aspek hukum 

pertanahan Indonesia yang dikenal saat ini adalah keadaan dan sejarah pertanahan. 

Keadaan atau sejarah pertanahan merupakan kronologis persoalan hak guna tanah di 

masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Sejarah atau status tanah yang saat ini 

disebut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).9 

  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diubah menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara umum 

hanya dipahami sebagai perubahan teknis peraturan perundang-undangan. Kedua 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut lahir dalam periode ideologi dan pola hukum dan 

politik yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah lahir di era orde baru yang diawali dengan rencana reforma 

agraria, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah dikeluarkan sebagai tanggapan atas krisis ekonomi. Ketergantungan Indonesia 

pada asing dan runtuhnya rezim orde baru. 

 Pasca jatuhnya rezim Orde Lama dan Orde Baru, program land reform pun 

“dihentikan”. Department Agraria, setalah tahun 1965 diturunkan menjadi Dirjen di 

lingkup Departemen Dalam Negeri da in ba igian ya ing mengurus dan menan igani 

peindaftaran tianah diseibut Direiktorat Penidaftaran Tianah. Seijak saat itu, pendaftaran 

                                                           
9
 Urip Santoso, Peroleh Hak Atas Tanah, Kencana, Bandung, 2015, hal 87 
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tanah tidak lagi menjadi bagian dari land reform, melainkan soal pendaftaran 

administratif.10 

Beberapa tahun kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. Dasar penggantian PP No. 10 Tahun 1961 dapat dilihat dalam interpretasi PP 

No. 24 Tahun 1997, kurang lebih sebagai berikut: Hasilnya memuaskan. Dari sekitar 

55 juta bidang tanah yang memenuhi syarat pendaftaran, baru sekitar 16,3 juta bidang 

tanah yang terdaftar. Sebagai kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, selain 

kurangnya anggaran, peralatan dan personel, juga kondisi obyektif dari tanah itu 

sendiri. Selain jumlah yang besar dan distribusi yang luas, sebagian besar tindakan 

pengendalian tidak mudah didukung oleh bukti yang dapat diandalkan yang 

diperoleh. Selain itu, ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya dinilai 

tidak cukup untuk memberikan kemungkinan pelaksanaan pendataan dalam waktu 

singkat dan mencapai hasil yang lebih memuaskan. 

Dalam keadaan seperti itu, perlu perbaikan masalah pendaftaran tanah untuk 

pembangunan nasional dan peningkatan dukungan dengan memberikan kepastian 

hukum kepada sektor pertanahan Indonesia. Kenyataannya, peraturan-peraturan 

tersebut tersebar di antara berbagai peraturan perundang-undangan. 

Ditetapkan dalam pasal 1 (14) Menteri Pertanahan/Kepala BPN Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Nasional dan Hak 

                                                           
10

M. Nazir dkk, makalah tanpa tahun, “Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan 

Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-  1965”, Penelitian Sistematis PPPM - STPN, 2014, hal 34 
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Pengelolaan: di ha ik atias tainah karena penetapannya memiliki cacat secara 

administratif mengeluarkan atau melaksanakan putusan pengadilan ysng telsh 

memiliki ketetapan hukum tetap”.11 

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah tidak mengatur secara jelas bagaimana cara menerbitkan sertipikat 

hak milik atas tanah jika ada kesalahan administrasi atau kekurangan dalam 

penerbitan sertipikat hak milik tanah. Ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bab VI ketentuan mengenai Penerbitan 

Sertipikat Pengganti menjelaskan “atas permohonan pemegang hak diterbitkan 

sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, rusak, masih menggunakan 

blanko yang sudah tidak terpakai, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang 

dalam suatu lelang eksekusi”.12 

Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian perkara pertanahan yang 

menyangkut pembatalan sertipikat ganda menimbulkan konflik aturan kewenangan, 

yaitu tumpang tindih aturan atau kewenangan yang ada. Masalah hukum di bidang 

pertanahan berada di bawah yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, yang melibatkan 

orang perseorangan dan badan hukum atau pejabat Peradilan Tata Usaha Negara, 

sebagai bagian dari penerbitan keputusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

kemudian dimasukkan ke dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Negara memberikan 

perhatian khusus pada pembatalan sertipikat sebagai produk entitas tata usaha negara. 

                                                           
11

 Ibid, hal 45 
12

 Pasal 57 Peraturan Pemerintah  No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
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Di Indonesia sendiri masih begitu banyak dan sering sekali terjadi kasus 

sengketa hak milik atas tanah dan ini merupakan tanggungjawab  pejabat yang 

berwenang dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada, seperti 

halnya sengketa hak milik sebuah lahan seluas 10.000 m2 (1 ha) yang terjadi di Desa 

Nusa Jaya, Kec. Kempo, Kab. Dompu terkait overlapping atau sertipikat ganda yang 

digugat oleh H. Mahmud sebagai Penggugat dan Kepala BPN Kab. Dompu sebagai 

Tergugat I, dan Resah sebagai Tergugat II intervensi. Kasus ini bermula pada tahun 

2018 ketika pihak kepolisian menyuruh Penggugat keluar dari lahan yang diperoleh 

dengan cara jual beli dengan Sdr. Lalu Ihsan sesuai bukti kepemilikan yang 

diterbitkan oleh Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 4.608 tanggal 13 Mei 

1991. Sehingga kemudian pada tahun 2019 Penggugat mendapat kabar bahwa 

tanahnya akan dijual oleh pihak Tergugat, kemudian Penggugat mencari tau alasan 

pengusiran karna laporan penerobosan lahan, diketahui ternyata Ter igugat ju iga 

meimiliki sertipikat haik miilik aitas laihan terse ibut dengan SK PTUN ya ing diikeluarkan 

yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 474 tanggal 14 februari 1996 seluas 

10.000 m2 atas nama Resah.  

Dari permasalahan ini bahwa atas dasar itu maka Penggugat berkesimpulan 

pasti ada pihak-pihak yang tidak bertangung jawab yang memberikan 

keterangan/informasi yang tidak benar dan surat-surat tidak benar, demikian pula 

Tergugat tidak cermat di dalam menilai mempertimbangkan dokumen data yuridis 

yang diajukan oleh oknum yang tidak tepat tetapi Tergugat yakni BPN Kab.Dompu 

tetap mengeluarkan objek sengketa.  
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Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip umum pemerintahan yang baik 

(AAUPB), terutama prinsip ketidaktepatan, ketelitian dan kepastian hukum. Dalam 

hal ini, peran BPN Kab.Dompu sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa 

lahan sertipikat ganda atau tumpang tindih ini dengan membatalkan salah satu 

sertipikat, karena terbukti tidak benar atau cacat administrasi. 

Selain peradilan, instansi yang membatalkan sertipikat hak milik atas tanah 

yang tumpang tindih adalah instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, 

yang mengatur perkara pertanahan dalam Peraturan BPN RI No. 11 Tahun 2016. 

Dalam uraian aturan penyelesaian sengketa lembaga, baik itu lembaga litigasi atau 

lembaga non-litigasi, sekarang jelas bahwa semua metode ini tidak dapat sepenuhnya 

menyelesaikan sengketa tanah dalam waktu singkat, tetapi rawan karena penundaan. 

untuk konflik. BPN mengalami kendala dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama 

sertipikat ganda yang disebabkan oleh peraturan atau regulasi yang tumpang tindih. 

Berkenaan dengan itu, permasalahan yang penting untuk diteliti yaitu 

menyangkut dasar hukum penerbitan sertipikat haik miilik aitas tianah, prosedur 

penerbitan haik miilik a itas tianah, seirta akibat hukum atas penerbitan hak atas tanah. 

Sehingga memiliki aturan yang jelas dalam kaitannya dengan permasalahan yang 

terjadi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu penyusun tertarik mengkaji dasar 

hukum bagi pemegang hak  atas tanah, sehingga penyusun melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA 

NOMOR : 53/G/2019/PTUN-MTR TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT 

HAK MILIK (SHM)” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya sertipikat ganida haik aitas tianah ? 

2. Bagaiimanakah akibat hukum kepemilikan sertipikat gan ida berdasarkan Putusan 

Nomor : 53/G/2019/PTUN-MTR? 

3. Apa saja pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor : 

53/G/2019/PTUN-MTR? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adaipun tuijuan penel iitian ini ialah unituk menigetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi terjadinya sertipikat ganida haik aitas tianah, dan bagaimana akibat 

hukum kepemilikan sertipikat gan ida serta apa saja pertimbangan Hakim dalam 

memberikan putusan penyelesaian permasalahan sertipikat hak milik atas tanah 

ditinjau dari Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN-MTR. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi 

pemegang Hak Milik Atas Tanah Apabila Terdapat Sertipikat Ganda. 

2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

atau referensi-referensi bagi penelitian yang akan datang dalam konteks 

permasalahan tanah yang apabila terjadi overlapping atau sertifkat ganda. 
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3. Manfaat Praktis 

Secara praktis penyusun sangat berharap penelitian ini dapat menjadi 

refrensi dan menambah wawasan bagi orang lain terkhususnya pejabat yang 

berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu bahwa 

memang dilapangan masih banyak kasus-kasus serupa yang harus diselesaikan 

dengan baik dan cermat.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Di Indonesia  

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Secara terminologis, pendaftaran tanah berasal dari istilah kadaster, yaitu 

istilah teknis yang digunakan untuk menunjukkan suatu catatan atau dokumen tentang 

luas, nilai, dan kepemilikan sebidang tanah. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin 

capistratum, yang berarti daftar, per kapita, atau satuan pajak tanah Romawi. 

Kadaster mengacu pada pendaftaran tanah, atau nilai tanah dan pemiliknya, dan 

penggunaannya untuk tujuan perpajakan. Kadaster dapat diartikan sebagai 

penyediaan alat yang sesuai untuk deskripsi dan identifikasi ini, serta catatan hak atas 

tanah yang berkelanjutan.13 

Pendaftaran tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan 

oleh undang-undang. Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997: 

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara 

terus menerus, terus menerus dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, berupa peta 

dan daftar bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk penerbitan sertipikat 

                                                           
13

 A.P.Parlindungan, op.cit, hal 18-19 
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sebagai bukti hak atas bidang-bidang tanah yang telah mempunyai hak milik dan hak 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” 

Sedangkan menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara berkesinambungan dan 

teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu dari tanah tertentu di 

daerah tertentu, dan pengolahan, menyimpan dan menyajikan ke negara / wilayah. 

Kepentingan masyarakat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bidang 

pertanahan, kepentingan rakyat, termasuk pengungkapan dan pemeliharaan alat 

bukti.14 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan terhadap obyek pendaftaran 

tanah yang belum didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, 

aturan umum tersebut memuat dua ketentuan tentang penerapan pendaftaran tanah. 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, pendaftaran tanah itu sendiri dilakukan 

secara desa-demi-desa. Menteri Pertanahan memutuskan kapan harus memulai 

pendaftaran tanah, pelaksanaan pencatatan tanah diatur dalam pasal (2). 

Sistem pendaftaran tanah Indonesia menganut sistem negatif dan 

kecenderungan positif, yang pada dasarnya berarti bahwa segala sesuatu yang ada 

dalam buku tanah dan sertipikat merupakan alat bukti hak yang sah sampai dapat 

dibuktikan sebaliknya.  Beberapa faktor yang menentukan lahirnya kepastian hukum 

                                                           
14

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, 

Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, EdisiRevisi, Cetakan  Kesebelas, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 72 
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dapat dibedakan menjadi landasan hukum normatif, landasan hukum sosial, dan 

kebijakan teritorial. Faktor-faktor tersebut secara formal dan material mempunyai 

pengaruh yang sangat menentukan terhadap kepastian hukum hak milik atas tanah 

yang diperoleh dengan sertipikat. Hal ini sejalan dengan asas nemo plus juris yang 

melandasi sistem pendaftaran tanah Indonesia, dan menganut sistem dengan 

kecenderungan positif, yaitu negara tidak menjamin keaslian data yang diperoleh dari 

data hak atas tanah. Kebenaran hukum ditentukan oleh hakim dalam proses 

peradilan.15 

Demikian pula, pelaksanaan pendaftaran tanah masih berlangsung. 

Pelaksanaan pendataan tanah meliputi kegiatan pertama (pendaftaran awal) dan 

pemeliharaan data. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 mengatur 

tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang pertama adalah kegiatan 

pendaftaran untuk objek pendaftaran tanah yang tidak terdaftar sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Nomor 24 Tahun 1997. Untuk 

pertama kalinya Pasal 13 Peraturan ini digunakan untuk pendaftaran tanah secara 

sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.16 

a. Sistem pendaftaran tanah merupakan kegiatan pendaftaran tanah serentak yang 

pertama, termasuk semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di 

seluruh wilayah desa/daerah. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan atas inisiatif 

pemerintah. 
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 Ibid, hal 74 
16

 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
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b. Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 

pertama kali dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk satu atau 

lebih objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau sebagian desa/kelurahan. 

Pendaftaran tanah sporadis dilakukan atas permintaan pihak yang bersangkutan 

yaitu pemilik pendaftarn tanah atau pemiliknya. 

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, untuk 

pertama kalinya dalam sejarah pertanahan Indonesia, Indonesia memiliki suatu Badan 

Pendaftaran Tanah yang terpadu dan efektif di tingkat nasional, yang kemudian 

direvisi oleh pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

.LN 1997 np 59, tanggal 8 Juli 1997, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1997 (Pasal 

66), sesuai urutan UUPA Pasal 19, isinya sebagai berikut:17 

1. Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah, pendaftaran tanah dilakukan di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan pemerintah. 

2. Pendaiftaran tersebut dalam ayat 1 pasail ini meliputi : 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut  

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

                                                           
17

A. P. Parlindungan, op.cit, hal 11 



16 

 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria 

4. Berdasarkan pertimbangan Menteri Agraria, kondisi negara dan masyarakat, 

kebutuhan transportasi sosial ekonomi dan kemungkinan pelaksanaannya harus 

diperhitungkan ketika mendaftarkan tanah. 

5. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang 

tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

6. Peraturan pemerintah menetapkan biaya yang terkait dengan pendaftaran yang 

dijelaskan dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa mereka yang tidak 

mampu dibebaskan dari membayar biaya tersebt. 

2. Asas-Asas Dalam Pendaftaran Tanah 

Asas adalah sesuatu yang sangat mendasar, merupakan dasar untuk terjadinya 

sesuatu dan berlaku juga untuk pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dalam melakukan 

pendaftaran tanah, harus ada asas-asas sebagai dasar pendaftaran tanah. Pasal 2 PP 

No. 24 Tahun 1997 “Pendaftaran tanah dilakukan atas dasar asas kemudahan, 

keamanan, keterjangkauan, pemutakhiran, dan keterbukaan”. Dalam Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Urip Santoso menjabarkan prinsip-

prinsip pendaftaran tanah sebagai berikut:18 
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Urip Santoso, Op.cit, hal 17-18 
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a. Asas sederhana, maksud dari asas ini adalah agar pihak-pihak yang 

berkepentingan, khususnya pemegang hak atas tanah, dapat dengan mudah 

memahami peraturan dan tata cara dasar pendaftaran tanah. 

b. Asas keamanan, asas ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah 

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah 

itu sendiri untuk menjamin kepastian secara hukum. 

c. Asas keterjangkauan, asas ini dimaksudkan untuk digunakan oleh mereka yang 

membutuhkan, terutama memperhatikan kebutuhan dan kemampuan kelompok 

ekonomi yang kurang mampu. Pelayanan yang diberikan dalam rangka 

pencapaian pendaftaran tanah harus terjangkau bagi yang membutuhkan 

d. Prinsip terbaru, prinsip ini, bertujuan untuk memastikan integritas penuh 

implementasinya dan kelangsungan pemeliharaan data. Data yang tersedia harus 

menunjukkan status saat ini. Kedua, kewajiban untuk mencatat perubahan-

perubahan yang akan datang. Prinsip ini memerlukan pemeliharaan data 

pendaftaran tanah secara terus menerus, sehingga data yang disimpan oleh ksntor 

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. 

e. Asas Keterbukaan, asas ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui atau 

memperoleh informasi tentang data fisik dan data hukum yang benar di Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setiap saat. 

Berdasarkan asas-asas di atas, pelaksanaan permohonan pendaftaran tanah  

jelas didasarkan pada asas kemudahan, keterjangkauan dan penyesuaian dengan 
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perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemilik hak atas tanah berhak menggunakan 

tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan menjadi pusat 

informasi yang komprehensif tentang tanah sehingga semua pihak dapat dengan 

mudah memperoleh data yang diperlukan. Tujuan utama pendaftaran tanah yang 

diatur dalam Pasal 19 UUPA adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagai 

perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. 

3. Obyek Pendaftaran Tanah 

Obyek hak atas tanah adalah bidang-bidang tanah di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan atau badan 

hukum yang memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Oleh karena itu, objek hukum adalah benda tidak bergerak (tanah). 

Menurut Tafsir Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tugas 

pendaftaran tanah saat ini adalah semua tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang dulunya sebagian besar merupakan tanah hak milik, disebut Hak 

Barat. Oleh karena itu, objek pendaftaran tanah pada saat diterbitkan PP nomor 10 

tahun 1961 adalah bidang tanah milik adat (yayasan, dll.) dan hak-hak Barat 

sebelumnya.19 

Selain itu, ketentuan mengenai pendaftaran tanah dalam Pasal  9 (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan: 
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Sriyanti Achmad, “Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti”, Tesis, 

Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal 53 
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Obyek Pendaftaran Tanah meliputi : 

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, dan hak pakai; 

b. tanah hak pengelolaan 

c. tanah wakaf 

d. hak milik atas satuan rumah susun 

e. hak tanggungan 

f. tanah Negara; 

4. Tujuan Pendaftaran Tanah 

Tujuan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:20 

i. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak 

atas bidang tanah, hak atas satuan rumah susun dan hak pendaftaran lainnya, 

sehingga dapat dengan mudah menunjukkan bahwa mereka adalah pemegang hak 

bersangkutan 

ii. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, untuk 

dengan mudah mendapatkan data yang diperlukan untuk mengambil tindakan 

hukum terhadap bidang tnah dan rumah susun yang terdaftar. 

iii. Demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

                                                           
20

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004, hal 116 
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Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 membuat peraturan pelaksanaan UUPA menjadi 

lebih komprehensif. Perbaikan tersebut meliputi konsep pendaftaran tanah, serta 

prinsip dan tujuan pelaksanaannya. Selain memberikan jaminan hukum, juga 

mengumpulkan dan memberikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan 

hukum bidang tanah (Peraturan Pemerintah No. 10, 1961).21 

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum hak atas 

tanah masyarakat. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA mengatur tentang pendaftaran 

tanah dari segi kepastian hukum, yaitu:22 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah, pendaftaran pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan pemerintah. 

(2) Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :  

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;  

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;  

c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.  

5. Peran PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah 

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998: 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum 

yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 

                                                           
21

Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 

hal 161 
22

 Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria 
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hak atas tanah atau hak milik. unit tempat tinggal. Atur." Meskipun sebenarnya 

kontrak tersebut di atas dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4), bahwa “Akta PPAT adalah 

akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun”. 

Dalam pengertian ini, tugas pokok dan wewenang PPAT dailam pasal 2 ayat 

(1) dijelaskan: “Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan rangkaian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya 

perbuatan hukum tertentu di atas tanah. Hak atau kepemilikan satuan rumah susun 

akan menjadi dasar pencatatan perubahan data register pendaftaran tanah akibat 

perbuatan hukum dari pihak yang berkepentingan. Berbagai unsur perbuatan hukum 

tersebut dirinci dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: 

a. Jual beli;  

b. Tuka rmenukar;  

c. Hibah;  

d. Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng);  

e. Pembagian hak bersama;  

f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;  

g. Pemberian Hak Tanggungan;  

h. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.  

 

Selain itu, dalam PP No. 24 tahun 1997  pasal 37 ayat (1), yaitu: “Pengalihan 

hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar 

menukar, hibah, penghasilan perusahaan, dan lain-lain. Undang-undang peralihan 

hak, namun pengalihan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika PPAT yang 
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berwenang memberikan sertifikat kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Mengingat pentingnya peran PPAT dalam proses kegiatan pendaftaran tanah, 

Boedi Harsono berpendapat bahwa akta PPAT merupakan salah satu sumber utama 

pendaftaran tanah di Indonesia.23 

B. Tinjauan Umum Tentang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah  

1. Pengertian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 

Sertifikat kepemilikan tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas tanah 

dan bangunannya.24 Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 Huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP 

Pendaftaran Tanah"): Pasal 4 (1) mengatur: "Untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan dalam Pasal 3 huruf a, 

diberikan sertipikat hak atas tanah."
 25 

Perlu diketahui, sejauh ini ada 3 jenis sertifikat, yaitu sebagai berikut: 26 

a. Sertipikat Hak Atas Tanah  

b. Sertipikat Hak Tanggungan (Hypotheek dan CredietVerband) 

c. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 
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Boedi Harsono, op.cit., hal 507 
24

Ali Achmad Chomzan, Op.cit  hal 123 
25

Letezia Tobing, 2013, “Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Sertifikat Hak Tanggungan”,  

https://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 Juni Tahun 2020, pada pukul 17:30 
26

Ali Achmad Chomzah, Op.cit, hal 125 
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Hak milik merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dikenal dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal 

20 Undang-Undang Pokok Agraria: 

(1) : “Hak Milik adalah hak turun-temurun yang paling kuat dan lengkap yang dapat 

dimiliki seseorang atas tanah sesuai ketentuan Pasal 6,”. 

(2) : “Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”  

Hak milik turun-temurun di sini berarti bahwa seseorang tidak dapat memiliki 

hak milik selama hidupnya, tetapi jika ahli waris meninggal, kepemilikan tanah dapat 

tetap menjadi milik ahli waris, sehingga tidak ada batasan yang diketahui tentang 

kepemilikan atas tanah. 

Menurut Urip Santoso, pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan pengertian bahwa 

hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya 

(secara sendiri-sendiri, berkelompok, atau berbadan hukum) untuk menggunakan, 

menggunakan, dan sebaliknya mendapat manfaat dari sebidang tanah tertentu.
 27 

Sementara itu, Maria SW Sumardjono menjelaskan bahwa hak atas tanah 

adalah suatu hubungan hukum, yang digambarkan sebagai hak atas permukaan tanah, 

yang memungkinkan pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan 

dan tanah di atasnya untuk tujuan yang berhubungan langsung dengan penggunaan 

                                                           
27

Urip Santoso, Op.Cit,  hal 82 



24 

 

dari tanah, air dan ruang yang berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh 

undang-undang, UUPA, dan peraturan lainnya.28 

Hak milik adalah hak bawaan terkuat yang memberikan hak kepada 

pemiliknya untuk mengalihkan hak-hak lain atas tanah yang dimiliki oleh pemiliknya 

(dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, kecuali hak guna usaha yang 

hampir sama dengan hak guna usaha), kekuasaan negara (sebagai penguasa) untuk 

memberikan hak atas tanah kepada masyarakat.29 

Hak milik atas tanah dapat berpindah dari pemilik sebelumnya karena 

terjadinya peristiwa hukum, yaitu jual beli, tukar menukar, konsesi, penyertaan modal 

atau lelang. Masalah hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA yang 

dapat menjadi subjek hak milik atas tanah, yaitu orang perseorangan atau badan 

hukum. 

Pemberian bukti hak yang sah sebagai alat pembuktian yang ampuh, 

umumnya disebut sertifikat tanah, merupakan salah satu dari tiga kegiatan di 

Indonesia untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah.30  

Jika terjadi sengketa atas sebidang tanah, pemilik tanah akan menunjukkan 

bahwa tanah itu memang miliknya. Menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan: “Sertifikat adalah 

surat keterangan hak, yang digunakan sebagai alat bukti yang dapat dipercaya tentang 
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data fisik dan ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, asalkan data fisik dan 

data hukumnya sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku hak 

atas tanah yang bersangkutan”.31 Oleh karena itu, keberadaan akta kepemilikan sangat 

penting untuk menjamin kepastian hukum dan dijadikan sebagai alat bukti yang benar 

setiap kali terjadi sengketa. 

2. Fungsi Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 

Akibat hukum dari sertipikat hak milik tersebut tertuang dalam Pasal 32 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: “Sertifikat itu adalah sertipikat hak 

dan berlaku sebagai bukti yang meyakinkan dari data fisik dan hukum yang 

dikandungnya, sepanjang data fisik dan data hukumnya sesuai dengan data yang ada 

di buku ukur dan buku hak tanah.” 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah yang ditinjau secara fisik, sertipikat hak terdiri atas salinan buku tanah dan 

surat ukur, yang dilampiri satu sama lain yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.32 

Menurut Effendi Perangin, fungsi utama sertifikat adalah sebagai bukti hak 

atas tanah dan hak tanggungan. Oleh karena itu, menurut uraian di atas, jelaslah 

bahwa pemegang hak atas tanah dilindungi oleh undang-undang, karena dengan jelas 

mengatur tentang pemilikan tanah, jenis hak, keterangan fisik tanah dan fakta hukum 

yang terkait atas tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
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Oleh karena itu, jika ada pihak lain yang menentang penerbitan sertifikat hak 

teritorial dapat mengajukan keberatan, tentunya keberatan tersebut harus disertai 

dengan bukti-bukti yang dapat membuktikan pernyataannya. Tentunya hal ini 

merupakan perlindungan bagi pemegang sertifikat asli. 

3. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tanggal 30 Juni 

1972 khususnya Pasal 2 huruf a dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 

Tahun 1988 tanggal 19 Juli 1988 tentang BPN, pejabat yang berwenang memberikan 

hak milik adalah:33 

a. Kepaila Badian Pertianahan Nasionail  

b. Kepaila Kantor Wilayah Badian Pertianahan Nasionail Piroivinsi, apaibila 

liuasnya:  

 1. unituk tianah peritanian tiidak liebih diari 2000 m 

 2. untuk tanah Bangunan/Perumahan tidak lebih 2000 m 

Secara ringkas dapat dilihat bahwa dalam proses menjalankan fungsinya, 

Kantor Pertanahan terutama mendirikan kantor-kantor pertanahan di kantor-kantor 

pertanahan provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota dan instansi lain untuk 

tetap melaksanakan pendaftaran tanah, dikuasakan berdasarkan pasal 19 UU Nomor 5 

tahun 1960. 

Jika hak diberikan dari pejabat negara, maka pejabat negara yang berwenang 

memberikan hak terkait menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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ditetapkan untuk memberikan hak ataas tanah negara atau tanah hak pengelolaan 

tersebut. 

C. Tinjauan Umum Tentang Sertipikat Ganda 

1. Pengertian Sertipikat Ganda 

Menurut Ali Achmad Chomzah, “sertifikat ganda” adalah sertifikat yang 

menggambarkan tanah yang sama. Oleh karena itu, sebidang tanah ditentukan oleh 

dua atau lebih sertifikat, masing-masing dengan data terpisah. Jenis sertifikat ini 

disebut "sertifikat Tumpang Tindih " dan dapat mencakup seluruh bidang atau hanya 

sebagian bidang. Hal ini karena sertifikat yang bersangkutan tidak dipetakan pada 

peta pendaftaran tanah atau peta situasi wilayah.34 

Yang dimaksud dengan sertipikat ganda adalah sebidang tanah yang memiliki 

banyak sertipikat, beberapa di antaranya tumpang tindih secara keseluruhan atau 

sebagian. Karena sertipikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta 

situasi daerah, maka terjadilah sertipikat ganda. Duplikat sertipikat sangat kecil 

kemungkinannya jika setiap kantor pertanahan membuat peta pendaftaran tanah atau 

peta situasi, dan/atau gambar situasi/surat ukur digambar di peta. Namun, jika ada 

sertipikat ganda, salah satu pihak harus membatalkannya dengan meninjau dokumen 

pendukung. Jika gugatan sertipikat diajukan ke pengadilan, ini bisa memakan waktu 

lama. Jika ditinjau dari pengertian sertipikat itu sendiri maka sertipikat adalah tanda 

bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam 
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rangka penyelenggaraan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai 

perwujudan tertib administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Sertifikat ganda artinya sebidang tanah memiliki banyak sertifikat, ada yang 

tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Karena sertifikat tidak dipetakan pada peta 

pendaftaran tanah atau peta situasi wilayah, maka sertifikat ganda akan dibuat. Jika 

setiap kantor pertanahan membuat peta pendaftaran tanah atau peta situasi, dan/atau 

menggambar peta situasi/pengukuran pada peta, kecil kemungkinan sertifikat tersebut 

akan disalin. Namun, jika ada sertifikat ganda, salah satu pihak harus 

membatalkannya dengan meninjau dokumen pendukung. Jika klaim sertifikat 

diajukan di pengadilan, ini mungkin memakan waktu lama. Ditinjau dari pengertian 

sertipikat itu sendiri, sertipikat adalah sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan hak administratif dengan latar 

belakang pendaftaran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

sebagai perwujudan tertib administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.35 

Menurut pantauan Badan Pertanahan Nasional, terjadinya sertipikat ganda dan 

sertipikat bermasalah biasanya muncul di tempat-tempat yang masih kosong dan 

belum dibangun. Situasi ini dapat terjadi karena alasan berikut:36 

a. Selama pengukuran atau penyelidikan lapangan, pemohon sengaja atau tidak 

sengaja menunjukkan lokasi dan batas yang salah. 
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b. Membuktikan atau mengakui bahwa keberadaan surat hak tersebut terbukti 

mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau tidak berlaku lagi. 

c. wilayah yang bersangkutan belum menyediakan peta pendaftaran tanah 

a) Penerbitan Sporadik Oleh Desa 

b) Mengajukan permohonan ke BPN 

c) Pendaftaran diloket BPN 

d) Pemeriksaan oleh panitia A  

e) Pengumuman oleh panitia A selama 2 bulan yang ditempelkan di kantor desa  

f) Setelah selesai pengumuman 2 bulan diterbitkanlah sertipikat oleh BPN 

2. Sertifikat Cacat Hukum  

1. Pengertian Sertifikat cacat hukum 

Sertifikat cacat hukum adalah sertifikat yang salah pada saat diterbitkan. 

2. Bentuk–Bentuk Sertifikat cacat hukum 

a. Sertipikat Palsu  

Sertipikat disebut sertipikat pailsu, apaibila : 

1) Data pembuatan sertifikat palsu atau dipalsukan;  

2) Tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dipalsukan 

3) Blangko yang digunakan untuk membuat sertipikat itu palsu atau tidak 

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara. Jika suatu sertipikat 

dinyatakan palsu, dapat dilihat dalam buku tanah kantor pertanahan 
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setempat atau kotamadya bahwa data pada sertipikat tersebut tidak sesuai 

dengan data pada buku tanah.
 37  

Meski jumlah sertifikat palsu relatif sedikit, keberadaan sertifikat palsu dapat 

menimbulkan celah khusus di bidang pertanahan. Biasanya sertifikat palsu ini dibuat 

di atas tanah yang masih kosong dan bernilai cukup besar, dan di atas tanah yang 

sertifikatnya masih menggunakan sertifikat kosong yang lama.
 38 Tidak mudah untuk 

memantau setiap tabel sertifikat yang telah didistribusikan, sehingga meskipun telah 

dilakukan upaya untuk menghindarinya, masih ada sertifikat palsu. Untuk mencegah 

sertifikat palsu, pekerjaan berikut telah dilakukan:39 

a. Formulir sertifikat dicetak dengan menggunakan teknologi cetak terkini, tidak 

mudah dipalsukan, dan dikelola dengan rapi. 

b. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.  

c. Pekerjaan lain sedang dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi penggunaan 

sertifikat palsu. Jika Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menemukan sertipikat 

palsu dan Badan Pertanahan Nasional tidak berhak menyatakan bahwa sertipikat 

itu palsu, pihaknya akan meninjau sertipikat palsu tersebut dan kemudian 

membubuhkannya dengan tulisan “Sertifikat ini bukan produk Badan Pertanahan 

Nasional" dan melaporkannya ke kepolisian setempat menyelidiki lebih lanjut. 
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2) Sertipikat Asli Tapi Palsu  

Dengan kata lain, sertipikat itu seolah-olah dikeluarkan oleh kantor pertanahan 

kabupaten atau kota setempat, tetapi sertipikat hak milik atau dokumen lain yang 

digunakan sebagai dasar pembuatan dan penerbitan sertipikat itu adalah palsu. 

Setelah diadili oleh pengadilan setempat, akta yang dikeluarkan ternyata palsu dan 

harus dicabut, dinyatakan tidak sah, dan dihentikan peredarannya. Sertifikat yang 

dikeluarkan tampaknya didasarkan pada sertifikat atau dokumen yang tidak 

lengkap dan karenanya termasuk dalam kategori sertifikat benar dan salah. Upaya 

pencegahan terjadinya sertifikat benar dan salah terutama dengan meningkatkan 

kecepatan dan ketepatan personel yang menangani pembuatan dan penerbitan 

sertifikat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Soekidjo Notoatmodjo mengungkapkan bahwa metode penelitian adalah cara 

berpikir dan bertindak yang dipersiapkan sepenuhnya untuk mencapai tujuan 

penelitian.40 

A. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum tentang dasar 

hukum kepemilikan hak atas tanah hingga apa akibat hukum yang terjadi apabila 

terdapat sertipikat ganda berdasarkan Putusan Nomor:53/G/2019/PTUN-MTR. Peter 

Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses 

menemukan kaidah dan asas hukum untuk menangani masalah hukum.41 

B. Jenis Pendekatan   

Mengenai penelitian normatif, beberapa metode akan digunakan, yaitu: 

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan  (statute approach)  

adalah dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu semua peraturan dan nomor 

keputusan yang terkait dengan tanah, kepemilikan tanah, dan penyelesaian 

kasus tanah Nomor: 53 / G / 2019 / PTUNMTR. 
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2. Pendekatan analisa konseptual hukum (analytical conceptual approach) 

maksudnya adalah mengacu pada kajian tentang pandangan dan doktrin yang 

dikembangkan dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang 

menghasilkan pemahaman hukum, konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum 

yang terkait dengan masalah yang dibahas.42  

3. Pendekatan Kasus (The Case Approach) 

Pendekatan kasus adalah pendekatan dari masih banyak masalah dalam kasus 

kepemilikan ganda hak atas tanah Indonesia yang perlu ditangani dan 

diselesaikan oleh pejabat yang berwenang. 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

1. Jenis Bahan Hukum 

Secara umum, ada perbedaan penelitian antara data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat dan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data yang 

dikumpulkan dari masyarakat disebut data primer dan data yang dikumpulkan melalui 

bahan pustaka disebut data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi berbagai data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, antara 

lain kepustakaan, undang-undang, artikel, dan data lain yang berguna untuk penelitian 

ini. 43 
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2. Sumber Bahan Hukum   

Bahan hukum yang dimaksud oleh peneliti adalah subyek untuk memperoleh 

data.Untuk memudahkan identifikasi sumber data, penulis menerapkannya pada tiga 

bahan data, yaitu: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP No 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus 

Pertanahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan nomor: 

53/G/2019/PTUNMTR. 

b. Data sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku teks, jurnal dokumen yang 

berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dan pendapat klasik para 

sarjana yang berkualitas. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus istilah hukum, bahan yang memberikan 

informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kepada Internet 

Encyclopedia. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum  

Penelitian terhadap arsip atau sumber kepustakaan, observasi dan wawancara 

merupakan tiga alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Alat 

pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Studi Pustaka   

Penelitian ini menggali, mengkaji, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan 

yang ada dalam literatur (baca sumber, buku referensi, keputusan, atau hasil 

penelitian lainnya) untuk mendukung penelitian yang akan diteliti. 

2. Studi Dokumentasi   

Studi dokumentasi ialah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang 

dapat digunakan adalah buku harian, catatan harian, laporan, notulen rapat, 

catatan kasus dan dokumen lain yang berkaitan dengan penyidikan yang akan 

dilakukan. 

E. Analisa Bahan Hukum  

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung oleh buku-buku yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini. Kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis 

pada dasarnya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

dalam penelitian ini. Kemudian mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh 

secara sistematis, melakukan analisis kualitatif berupa informasi untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian, sebagai langkah menjawab pertanyaan yang ada, 

kemudian menyusunnya secara sistematis dalam bentuk skripsi. 

 

 


